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AbstrakPembahasan artikel ini adalah tentang suatu tinjauan terhadap sistem pelayanan bagi masyarakat miskin serta carapenanggulangannya berdasarkan undang-undang no.23 tahun 1992. Sistem pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin akansangat efisien, karena berkerjasama dengan puskesmas yang ada. Dan warga yang mampu membantu memberikan donaturuntuk masyarakat yang kurang mampu dalam kesehatan. Bagaimana penerapan pelayanan kesehatan diberikan kelurahan seirengas permata dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan carapenanggulangnya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan maka diketahui bahwa pelayanan kesehatan sangat baik danberkerjasama dengan puskesmas yang ada dikelurahan tersebut. Kendala-kendala yang di hadapi pada saat pelayanan tidak adadi dapat kendala atau masalah saat pelayanan kesehatan karena masyarakat sangat perduli dengan kesehatan diri mereka,dansatu sama lain saling membatu untuk menjaga kesehatan dengan cara memberi donatur dana bagi yang membutuhkannya.
Kata Kunci : Kesehatan, Hukum Kesehatan, Masyarakat Miskin

Abstract
The discussion of this article is about an overview of the service system for the poor and how to overcome it based on law no.23 of
1992. The health care system for the poor will be very efficient, because it is in cooperation with the existing puskesmas. And citizens
who are able to help provide donors to the community who are less able in health. How the implementation of health services is given
kelurahan sei rengas gems and constraints faced in the health services of the poor and how to overcome them. From the results of
observations made it is known that the health service is very good and cooperate with the existing puskesmas dikelurahan. The
constraints faced at the time of the service is not in the constraints or problems when health services because the community is very
concerned with their health, and each other mutually help to maintain health by donating funds for those who need it.
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PENDAHULUANSejarah panjang perkembangaanmasyarakat, tidak hanya dimulai padamunculnya ilmu pengetahuan saja, tetapi sudahdimulai sebelum berkembangnya ilmupengetahuan modern. Dan begitu juga sejarahperkembangan kesehatan masyarakat diIndonesia dimulai sejak pemerintahan Belandaabad-16. Kesehatan masyarakat di Indonesiapada waktu itu dimulai dengan adanya upayapemberantasan cacar dan kolera yang sangatditakuti ole masyarakat pada waktu itu. Sudahbanyak ahli kesehatan membuat batasankesehatan masyarakat. Secara kronologis,batasan-batasan kesehatan masyarakat mulaidari batasan yang sangat sempit sampaibatasan yang luas seperti yang kita anut saat inidapat diringkas seperti berikut. Batasan yangpaling tua, dikatakan bahwa kesehatanmasyarakat adalah upaya-upaya untukmengatasi masalah-masalah sanitasi yangmengganggu kesehatan. Dengan kata lain,kesehatan masyarakat adalah sama dengansanitasi. Upaya memperbaiki dan meningkatkansanitasi lingkungan merupakan kegiatankesehatan masyarakat. Kemudian pada akhirabad ke-18 dengan ditemukan bakteri-bakteripenyebab penyakit dan beberapa jenisimunisasi, kegiatan kesehatan masyarakatadalah pencegahan penyakit yang terjadi dalammasyarakat melalui perbaikan sanitasilingkungan dan pencegahan penyakit melaluiimunisasi.Pada awal abad ke-19, kesehatanmasyarakat sudah berkembang dengan baik,kesehatan masyarakat diartikan sesuatu upayaintegrasi antara ilmu sanitasi dengan ilmukedokteraan. Sedangkan ilmu kedokteraanmerupakan integrasi antara ilmu biologi danilmu sosial. Dalam perkembangan selanjutnya,kesehatan masyarakat diartikan sebagaiaplikasi dan kegiatan terpadu antara sanitasidan pengobatan (kedokteraan) dalammencegah penyakit yang melanda pendudukatau masyarakat. Oleh karena masyarakatsebagai objek penerapan ilmu kedokteran dansanitasi mempunyai aspek sosial ekonomi danbudaya yang sangat kompleks. Akhirnya

kesehatan masyarakat diartikan sebagaiaplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteran,sanitasi, dan ilmu sosial dalam mencegahpenyakit yang terjadi di masyarakat.Kesehatan adalah kebutuhan pentingsetiap manusia. Demi mendapatkannya,manusia rela mengorbankan apa yangdimilikinya agar tidak lagi didera oleh penyakit.Dan dalam setiap doa, mereka tidak lupamenyisipkankan permintaan kepada Tuhanuntuk selalu diberi kesehatan. Kebutuhan ataskesehatan telah menjadi segala-galanya bahkandibanding kebutuhan atas uang sekalipun.“Untuk apa mempunyai uang banyak kalausakit-sakitan”, demikian ungkapan yang seringkita dengar untuk menggambarkan kedudukankesehatan terhadap kebutuhan lainnya.Hidup di kota metroplolis, kesehatantelah menjadi barang yang mahal. Bisnis jasamedis telah menjadi bidang usaha yangmenguntungkan. Meskipun telah berdiripuskesmas-puskesmas dan rumah sakitpemerintah, rumah sakit swasta juga tetapbanyak berdiri.Ini artinya warga metropolismempunyai banyak pilihan manakalamembutuhkan jasa medis. Bagi warga yangkondisi keuangannya mampu, memilih rumahsakit adalah hal yang mudah. Namun, tidakdemikian dengan orang yang kondisikeuangannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Apalagi, kalau kebutuhan untuk makansehari-hari saja kurang, tentu harapan merekatinggal berdoa kepada tuhan dan pasrah padakeadaan. Disadari atau tidak pelayanankesehatan tidak sekedar bermakna sosialnamun mengarah pada usaha komersialisasi. Dibeberapa kasus, ada pasien yang di “sandera”oleh penyedia jasa medis dengan alasan biayapengobatan belum terbayar. Fenomenamemprihatinkan lainnya adalah wacanapenolakan beberapa rumah sakit terhadappenggunaan kartu jaminan kesehatan.Meskipun, sekedar wacana, hal itu cukupmemberikan bukti kepada masyarakat tentangpengabaian hak-hak dasar masyarakat dibidangkesehatan.Sulit untuk diterima akal sehatkemanusiaan apabila seseorang tidak diberipelayanan kesehatan dengan alasan pasien
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tidak memiliki cukup biaya. Padahal si pasienini kemungkinan membutuhkan pertolongansegera guna menyelamatkan jiwa si pasien.Begitu ironis apabila niatan untuk memberikanpertolongan tersbut bergantung pada mampuatau tidaknya si pasien nantinya membayar jasapelayanan medis dari pihak yang memberipertolongan. Selain itu, sungguh memilukan bilaseorang ibu dan anak (bayi yang dilahirkan)tidak diperbolehkan hanya gara-gara belummembayar kekkurangan biaya persalinan.Kepentingan orang miskin terhadap hakpelayanan kesehatan perlu diperhatikan olehhukum. Meskipun hubungan antara pasiendengan lembaga penyedia jasa diawali darihubungan kontraktual keperdataan namunperikatan ini tidak boleh menjadi beban bagi simiskin. Alasan kekurangan biaya pada diripasien, hendaknya tidak menjadi dasar untukmenolak perikatan terapeutik antara pasiendengan lembaga penyedia jasa medis.Beberapa kali media massa baik cetakmaupun elektronik menyuguhkan kasus-kasusyang terkait dengan masalah kesehatan sepertiterjadinya kasus gizi buruk serta masalahburuknya pelayanan Rumah Sakit Pusatmaupun Daerah. Buruknya layanan kesehatanmasih menjadi keluhan kalangan masyarakatyang kurang mampu di Indonesia. Buruknyapelayanan tersebut dapat dilihat dari berbagaiaspek. Mulai dari antrean panjang yang kurangkondusif, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, sampai adanya calo dalampengurusan pelayanan kesehatan gratis bagiwarga miskin yang kerap dijadikan lahan bisnisuntuk bebrapa oknum. Bahkan sejumlahpenolakan yang dilakukan beberapa rumahsakit besar di Indonesia kepada warga kurangmampu pun masih sering terjadi. Selain ituadanya permintaan uang muka sebagai syaratmasuk perawatan hingga pungutan pungutanliar untuk memperoleh kartu berobat gratis.Kartu berobat gratis merupakan salahsatu program pemerintah yang sangat baiknamun juga belum cukup meringankanpenderitaan warga kecil dalam menggratiskanbiaya pengobatan. Faktanya, di lapanganbanyak dijumpai berbagai kejanggalan dalammemperoleh akses kesehatan yang semestinya.

Kemiskinan mungkin sulit dihapus dari mukabumi ini. Bahkan negara-negara maju sekalipun,kemiskinan masih menjadi momok. DiIndonesia, kemiskinan merupakan salah satupermasalahan besar yang tengah dihadapi,dengan jumlah penduduk miskin yang cukupbesar di antara negara-negara berkembanglainnya. Pelayanan rumah sakit yang hangat dantulus sangat dibutuhkan warga kecil untukmenikmati kesehatan. Untuk itu, pemerintahharus lebih tegas dalam mengawasi rumah sakityang bisa menampung pasien miskin melaluiPeraturan Pemerintah. Upaya pemerintahuntuk memberikan pelayanan kesehatanterhadap warga miskin melalui JAMKESMASmasih belum dapat terealisasi dengan baik.Banyak pasien pengguna JAMKESMAS yangdipersulit dengan urusan administrasi.Pemerintah perlu memberikan perhatiankhusus untuk menangani masalah ini. Hal inikarena kesehatan merupakan hak dasar setiapwarga negara. Negara wajib memberi jaminankesehatan kepada warganya, termasuk wargamiskin.Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Hdan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentangkesehatan, menetapkan bahwa setiap orangberhak mendapat pelayanan kesehatan. Maka,setiap individu, keluarga, dan masyarakatberhak memperoleh perlindungan terhadapkesehatanya, dan negara bertanggungjawabmengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagipenduduknya termasuk masyarakat miskin dantidak mampu. Angka kesehatan masyarakatmiskin yang masih rendah tersebut diakibatkankarena sulitnya akses terhadap pelayanankesehatan. Kesulitan akses pelayanandipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tidakadanya kemampuan secar ekonomi karenabiaya pengobatan penyakit yang relatif mahal.Bagi warga miskin untuk mendapatkanpelayanan kesehatan yang memuaskan adalahhal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhiberbagai macam syarat yang ditentukan olehpihak rumah sakit. Syarat-syarat tersebutmenjadi alat untuk mempersulit pasien wargamiskin untuk memperoleh pelayanankesehatan. Pihak rumah sakit terlalu
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mementingkan syarat daripada pelayanan yangdiberikan.Penyelenggaraan pelayanan kesehatanbagi masyarakat miskin mempunyai artipenting, karena beberapa alasan pokok yakni:Kesehatan masyarakat menjamin terpenuhinyakeadilan sosial khusunya bagi masyarakatmiskin, sehingga pelayanan kesehatan bagimasyarakat miskin mutlak mengingat kematianbayi dan kematian balita 3 (tiga) kali dan 5(lima) kali lebih tinggia dibanding keluargatidak miskin. Di sisi lain penyelenggaraanpelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakatmiskin, dapat mencegah 8 (delapan) jutakematian tiap tahunnya. Dan untukkepentingan politis nasional yakni menjagakeutuhan integrasi bangsa denganmeningkatkan upaya pembangunan (termasukkesehatan) di daerah miskin dan kepentinganpolitis internasional untuk menggalangkebersamaan dalam memenuhi komitmenglobal guna menurunkan angka kemiskinanmelalui upaya perbaikan pelayanan kesehatanbagi keluarga miskin.Hasil penelitian menunjukkan bahwakesehatan penduduk yang baik, pertumbuhanekonomi akan baik pula dengan demikianupaya mengatasi kemiskinan akan lebih mudahdengan prospek ke depan yang jauh lebihberhasil.Kemiskinan dan penyakit hubungannyasangat erat, tidak akan pernah putus kecualidilakukan intervensi pada salah satu atau keduasisi, yakni pada kemiskinannya ataupenyakitnya. Kemiskinan mempengaruhikesehatan sehingga orang miskin menjadirentan terhadap berbagai macam penyakit,karena mereka mengalami gangguan seperti(Notoatmodjo, 2011: 303): menderita giziburuk; Kurangnya pengetahuan warga tentangkesehatan; Kurangnya perilaku hidup sehat danbersih; Lingkungan pemukiman yang kurangmemadai; dan Tidak tersedianya biayakesehatan.Sebaliknya kesehatan mempengaruhikemiskinan. Masyarakat yang sehat akanmenekan tingkat kemiskinan karena orang yangsehat mempunyai kondisi sebagai berikut:Prodiktivitas kerja tinggi; Rendahnya biaya

pengeluaran untuk keperluan berobat;Masyarakat dapat berinvestasi dan menabung;Meningkatnya mutu pendidikan; Angkafertilitas (kelahiran) dan mortalitas (kematian)rendah; dan Stabilitas ekonomi terjamin.Pelayanan kesehatan yang termasukdalam kelompok kesehatan masyarakatditandai dengan cara pengorganisasian yangumumnya secara bersama-sama dalam suatuorganisasi. Tujuan utamanya untuk memeliharadan meningkatkan kesehatan serta mencegahpenyakit, serta sasarannya untuk kelompok danmasyarakat. Kesehatan merupakan hal yangsangat penting bagi semua umat manusia tanpamembedakan status sosialnya. Jika seseorangsakit, dia tidak akan mampu melaksanakanberbagai tugas dan kewajibannya. Hal tersebutakan berdampak bagi kelangsungan hidupnyadan keluarganya. Oleh karena itu, semua orangberlomba-lomba menjaga kesehatan mereka.Tapi sayang sekali, penyakit sering tiba-tibadatang dalam kehidupan manusia. Bagi orangyang mampu, mereka dapat dengan mudahmemperoleh perawatan atau pengobatandengan biaya mereka sendiri. Tetapi,bagaimana dengan nasib warga miskin? Bagimereka kesehatan adalah hal yang sangatmahal.Apabila mereka terkena penyakit, haltersebut merupakan hal yang sangatmenakutkan. Mereka akan sangat sulit untukmendapatkan kesembuhan dari penyakittersebut karena buruknya pelayanan kesehatandi negara kita terutama bagi golongan sepertimereka. Bagi warga miskin untuk mendapatkanpelayanan kesehatan yang memuaskan adalahhal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhiberbagai macam syarat yang ditentukan olehpihak rumah sakit. Syarat-syarat tersebutmenjadi alat untuk mempersulit pasien dariwarga miskin untuk memperoleh pelayanankesehatan.
PEMBAHASANProses penerapan pelayanan kesehatanyang ada di kelurahan adalah dengan melaluiposyandu-posyandu yang ada dan melaluipenyuluhan-penyuluhan PKK  agar merekalebih memahaminya terhadap kesehatan dan
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berkerja sama juga pada lintas sektoral,puskesmas, dalam penyuluhan kesehatantersebut. Pihak setempat dalam pelayanankesehatan lebih meninjau dan memperhatikanwarganya yang kurang mampu dan memberikartu jaminan kesehtan buat keluarga yangkurang mampu, dengan cara mendatangi kerumah warga yang kurang mampu,menanyakan apa sudah memiliki kartukesehatan, dan merujuk berobat ke puskesmasterdekat bila masyarakat tersebut belummempunyai kartu kesehatan. Dan bagimasyarakat yang kurang mampu,juga mendapatbantuan oleh pihak kelurahan setempat daridonatur-donatur yang ada yang sudah  mau ikutserta dalam berpartisipasi memberikanbantuan dana, dan langsung memberikanbantuannya kepada masyarakat yangmembutuhkan.Tanggapan masyarakat terhadappelayanan bagi masyarakat miskin berdasarkanundang-undang no 2 tahun 1992, sangatmendukung pelayanan kesehatan yangdiberikan oleh badan kesehatan. Masyarakatumum mengibau jangan ada perbedaaanpelayanan yang diberikan badan kesehatan olehmasyarakat yang kurang mampu. Karena bagimereka mendapatkan kesehatan pentingwalaupun mereka orang tidak mempunyaiapapun. kelompok kesehatan masyarakatditandai dengan cara pengorganisasian yangumumnya secara bersama-sama dalam suatuorganisasi.Tujuan utamanya untuk memelihara danmeningkatkan kesehatan serta mencegahpenyakit, serta sasarannya untuk kelompok danmasyarakat.Kesehatan merupakan hal yangsangat penting bagi semua umat manusia tanpamembedakan status sosialnya. Jika seseorangsakit, dia tidak akan mampu melaksanakanberbagai tugas dan kewajibannya. Hal tersebutakan berdampak bagi kelangsungan hidupnyadan keluarganya. Oleh karena itu, semua orangberlomba-lomba menjaga kesehatan mereka.Tapi sayang sekali, penyakit sering tiba-tibadatang dalam kehidupan manusia.Bagi warga miskin untuk mendapatkanpelayanan kesehatan yang memuaskan adalahhal yang sangat sulit. Mereka harus memenuhi

berbagai macam syarat yang ditentukan olehpihak rumah sakit. Syarat-syarat tersebutmenjadi alat untuk mempersulit pasien dariwarga miskin untuk memperoleh pelayanankesehatan. Pihak rumah sakit terlalumementingkan syarat daripada pelayanan yangdiberikan. Pasien kalangan kurang mampuseringkali mendapat perlakuan yang berbedadari pihak rumah sakit. Mereka dijadikanpasien kelas dua. Pihak rumah sakit lebihmendahulukan pasien yang memiliki uangdaripada pasien yang menggunakan kartukesehatan. Pelayanan kesehatan bagimasyarakat miskin masih belum dapatdirasakan. Masyarakat golongan miskinseringkali tidak mendapatkan pelayanan yanglayak. Mereka harus dihadapkan denganberbagai syarat yang mempersulit. Ditambahlagi dengan sikap diskriminasi yang dilakukanoleh pihak rumah sakit. Dalam hal ini,pemerintah perlu meninjau kembali kinerjarumah sakit khususnya dalam pelayananterhadap warga kurang mampu.Permasalahanutama pelayanan kesehatan saat ini antara lainadalah masih tingginya disparitas statuskesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antara perkotaan denganperdesaan.Kendala-kendala yang di hadapi dalampelayanan kesehatan dan tidak mendapatkankendala-kendala apapun karena semua wargasangat menuruti prosedur yang di berikandalam menjaga kesehatan. Namun dalampenanggulangan yang dilakukan dalamkesehatan warga kurang mampu dengan caraikut sertanya semua kalangan dalam melayanikesehatan yang dilakukan. Contohnya dalammengadapi warga yang terkena penyakitdemam berdarah, pihak kelurahan juga turutserta dalam hal tersebut, dengan turun tanganmemeriksa AB dan mengambil hasilnya,kemudian memberitahu ke puskesmas untukmemeriksa warga yang terkena demamberdarah, kemudian melaporkan ke kantorkecamatan agar melakukan penyemprotan dirumah korban, dan di rumah semua warga agartidak ada korban seperti itu lagi.
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SIMPULANPerapan pelayanan kesehatan dikelurahan setempat yaitu dengan melaluiposyandu-posyandu yang ada dan melaluipenyuluhan PKK agar mereka lebih memahamikesehatan dan berkerjasama juga dengan lintassektoral, puskesmas dalam penyuluhankesehatan tersebut. Masyarakat miskin dikelurahan setempat memberikan tanggapanyang positif atas pelayanan kesehatan yangdiberikan kepada masyarakat miskin dikelurahan setempat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan dikelurahan setempat tidak ada karena wargakelurahan sangat turut serta melayanikesehatan bagi warga yang kurang mampu, danwarga yang mampu juga memberikan donatur-donatur untuk pelayanan kesehatan tersebut.
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